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Operasi tangkap tangan bekas Wali Kota
Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengungkap
keterlibatan orang dekat dalam kasus
suap izin mendirikan bangunan. Ada

peran pengusaha pasir.

AGAR seng mengelilingi ta-

nah seluas 6.051 meter per-

segi di sudut Jalan Gandekan

dan Jalan Kemetiran Lor, ka-

wasan Malioboro, Kota Yog-
yakarta. Lahan yang berada di kawasan
cagar budaya dan jantung kota itu kerap
digunakan sebagai lahan parkir. Keber-
adaan tanah kosong itu mencuat setelah
munculnya kasus suap bekas Wali Kota
Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Tanah itu milik PT Java Orient Proper-
ty, anak usaha PT Summarecon Agung
Tbk. Rencananya, PT Summarecon akan
membangun apartemen Royal Kedhaton
di sana. Komisi Pemberantasan Korupsi
menangkap Haryadi setelahiamenerima
suap US$ 27.258 atau setara dengan Rp 440
juta dari proyek Royal Kedhaton pada Ka-
mis, 2 Juni lalu. “Uang itu untuk memulus-
kan penerbitan izin mendirikan bangun-
an (IMB),” kata Wakil Ketua KPK Alexan-
der Marwata.

Sejak awal, proyek pembangunan
apartemen sudah menuai masalah. Se-
lain membuka persoalan syarat pendiri-
an bangunan dan kepemilikan lahan, ka-
sus ini mengungkap modus Haryadi Suyu-
ti mengobral izin berbagai proyek proper-
tidi Yogyakarta.

Mantan Ketua Rukun Warga 13 Keme-
tiran Lor, Andreas Agung Budi, mengata-
kan Direktur PT Java Orient Property Dan-
dan Jaya Kartika gencar mendatangi war-
ga sekitar untuk mensosialisasi pemba-
ngunan apartemen pada tahun lalu. “Ia
juga memimpin pertemuan di balai RW,”
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ujarnya.

Vice President Real Estate PT Summare-
con Agung Tbk Oon Nusihono juga bebera-
pa kali hadir, antara lain dalam pertemu-
an pada 16 Juni 2021. “Pak Oon menjanji-
kan kompensasi untuk warga sekitar,” tu-
tur Andreas. Tapi, setahun berlalu, apar-
temen tak kunjung dibangun.

Penduduk setempat justru menerima
kabar KPK menangkap Oon dan Haryadi
dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK
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juga menangkap enam orang lain yang di-
duga terlibat dalam kasus tersebut.

Namun hanya empat orang yang men-
jadi tersangka. Mereka adalah Haryadi,
Oon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerin-
tah Kota Yogyakarta Nurwidhihartana,
dan ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwo-
no. Dandan Jaya Kartika juga dikabarkan
tengah dibidik dalam kasus ini.

Oon dan Dandan melalui Triyanto didu:



ga pernah menyerahkan uang secara ber-
tahap dengan nilai minimal Rp 50 juta un-
tuk Haryadi dan Nurwidhihartana. “Pe-
nyerahan uang selama proses penerbitan
IMB,” ujar Alexander Marwata.
Permohonan IMB Royal Kedhaton sebe-
narnya sudah diajukan pada 2019. Lantar-
an lokasinya berada di kawasan cagar bu-
daya, penerbitan IMB apartemen tergan-
jal proses verifikasi. Saat itu, Oon dan Dan-
danmendekati Haryadi. Setelah berkomu-

nikasi intens, Haryadi setuju “membantu”
prosesizin dengan sejumlah imbalan.

Dalam proses verifikasi, muncul sejum-
lah persoalan dalam rancangan bangun-
an. Apartemen tersebut akan berdiri se-
tinggi 40 meter. Sementara itu, batas yang
diizinkan hanya 32 meter. Posisi derajat
kemiringan bangunan dari ruas jalan juga
melebihi ketentuan. Meski dengan sejum-
lah masalah, IMB Royal Kedhaton tetap di-
terbitkan oleh Haryadi.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Suma-
di, mengatakan proses serah-terima ja-
batan berlangsung pada Ahad, 22 Mei lalu.
Pada hari itu pula, Haryadi yang menjabat
wali kota dua periode seharusnya mengo-
songkan rumah dinas. Namun ia meminta
izin kepada Sumadi untuk meminjam ru-
mah dinas selama sepekan dengan alasan
suatu keperluan. “Saya pikir dia meminta
waktu untuk kemas-kemas barang priba-
di,” ucap Sumadi. Belakangan, KPK mene-
mukan barang buktisuapizin dirumah di-
nas wali kota.

Selepas menyandang status tersangka
dan hendak dibawa ke ruang tahanan KPK
di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat,
3 Juni lalu, Haryadi tak menjawab perta-
nyaan wartawan yang mengerubunginya.
Oon Nusihono, Nurwidhihartana, dan Tri-
yanto Budi Yuwono juga diam seribu ba-
hasa.

PT Summarecon Agung Tbk enggan
mengomentari kasus suap ini. Mereka
juga tak menjelaskan asal-usul lahan dan
pengurusan IMB yang bermasalah. Mere-
ka beralasan menghormati proses hukum
di KPK. “Kami siap bekerja sama dengan
semua pihak terkait agar proses hukum
dapat segera terselesaikan dengan baik,”
tutur General Manager Corporate Com-
munications PT Summarecon Agung Tbk
Cut Meutia.
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LAHAN strategis di Kemetiran Lor, Yog-
yakarta, sudah lama menjadi incaran ma-
kelar. Mantan Ketua Rukun Warga 13 Ke-
metiran Lor, Andreas Agung Budi, menga-
takan Dandan Jaya Kartikabersama Direk-
tur PT Surya Utama Kalaka, Muhammad
Suryo, sudah mendatangi warga pada
2013. “Waktu itu kami tahunya PT Surya
Utama mau bangun proyek,” ujarnya.

Suryo dikenal sebagai pengusaha tam-
bang pasir lewat PT Surya Karya Setiabu-
di. Izin usaha pertambangan perusaha-
an ini sempat bermasalah dan perusaha-
an diduga menambang pasir secara ilegal
diSungai Bebeng, Magelang, Jawa Tengah,
pada 2016.

Dalam laporan majalah Tempo edisi 18
April 2020, kasus tambang pasir ilegal itu
disebut turut menyeret Inspektur Jende-
ral Karyoto yang kini menjabat Deputi Pe-
nindakan Komisi Pemberantasan Korup-
si. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Dae-
rah Yogyakarta itu dikatakan pernah me-
marahi Balai Besar Wilayah Sungai Se-
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rayu-Opak karena menerbitkan surat te-
guran sekaligus meminta PT Surya Karya
menghentikan penambangan pada 2017.
Karyoto tak merespons permintaan wa-
‘wancara Tempo ihwal kedekatannya de-
ngan Suryo hingga Sabtu, 18 Junilalu.

Untuk rencana proyek apartemen di Ke-
metiran Lor, Suryo menggandeng Dan-
dan. Rencananya, di lahan seluas 636 me-
ter persegi tersebut akan dibangun kon-
dotel 11 lantai dengan ketinggian 32 meter.
Keduanya gencar mendatangi penduduk
meski belum mengantongiizin dari Peme-
rintah Kota Yogyakarta.

Awalnya tanah tersebut adalah pembe-
rian Sultan Yogyakarta kepada pejabat ad-
ministrasi setingkat camat. Kawasan ca-
gar budaya itu kemudian dijual kepada Su-
ryo pada 2013.

Sebagian lahan menampung rumah-ru-
mah loji atau rumah tinggal yang memiliki
bentuk arsitektur kolonial. “Kami roboh-
kan bangunan lalu menjual tanahnya ke-
pada Suryo,” kata salah satu anak pemi-
lik lahan itu. Ia enggan menyebutkan nilai
juallahan kepada Suryo.

Pada 2013, kongsi bisnis Suryo me-
ngumpulkan uang untuk membeli empat
bidanglahan lain di Kemetiran Lor sehing-
ga total luasnya menjadi 6.051 meter per-
segi. Kemudian tanah tersebut dijual ke-
pada PT Summarecon untuk dibangun
apartemern.

Pada 2015, penduduk mendengar pe-
ngelolaan lahan tersebut beralih ke PT
Summarecon lewat PT Java Orient Proper-
ty. Tanah menjadi tak terurus. Sebelum di-
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Lahan apartemen Royal Kedhaton
di Kampung Kemetiran Lor, Kota
Yogyakarta, yang menjadi tempat
parkir, 12 Juni 2022,

pagari seng, lahan kosong itu dipenuhi se-
mak belukar dan menjadi sarang ular. Se-
bagian bidang lahan bahkan menjadi tem-
pat penampungan sampah.

Seorang pejabat di lingkungan Peme-
rintah Kota Yogyakarta bercerita, Dandan
adalah kalki tangan Haryadi Suyuti dalam
berbagai perizinan bangunan. Selain da-
lam Royal Kedhaton, jejaknya terendus
dalam pengurusan izin restoran, hotel,
dan apartemen lain.

Tarif “pengurusan” IMB bervariasi. Pe-
laku usaha skala kecil, mereka diminta
menyetor Rp 200 juta. Jika ingin mengu-
rus izin pembangunan hotel berska-
la besar, pengusaha diminta menyedia-
kan uang setidaknya Rp 2 miliar. Sebagi-
an uang diduga mengalir ke kantong Wali
Kota Haryadi.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya
mensyaratkan penerbitan IMB harus mele-
wati verifikasi Tim Ahli Cagar Budaya yang
berada di Dinas Kebudayaan pada 2011. Se-
lama bertugas, tim ini hanya meloloskan
izinuntuk lima hotel pada 2012. Pada tahun
itu, ada 182 berkas permohonan IMB yang
masuk ke meja tim Cagar Budaya.

Wali Kota Haryadi kemudian mempere-
teli kewenangan tim Cagar Budaya. Reko-
mendasi IMB dikeluarkan langsung oleh
Kepala Dinas Kebudayaan.

Pejabat tersebut menceritakan Harya-
di menggunakan Dandan dan kaki tangan
lain sebagai perantara pengurusan izin.
Mereka juga menjadi tim khusus untuk
memudahkan pengurusan IMB dan men
jadi jembatan wali kota dengan kepala di-
nas dan pengusaha.

Setelah kasus ini mencuat, Pemerin-
tah Kota Yogyakarta langsung mengeva-
luasi berbagai izin yang sudah diterbitkan
dan tengah diproses. Sejak dilantik menja-
di wali kota pada 2011 hingga akhir masa
jabatannya, Haryadi diduga memperjual-
belikan hampir semua izin pembangunan
hotel di Yogyakarta.

Pada April lalu, misalnya, dia didu
ga menerima Rp 200 juta dari salah satu
utusan pemilik hotel di pusat Malioboro
yang sedang mengurus perizinan. Sebu-
lan kemudian, ia juga menerima uang de-
ngan jumlah yang sama dari pemilik hotel
lain yang lahannya tak jauh dari milik PT
Java Orient Property.

Tempo mendatangi kantor Suryo dan
Dandan untuk meminta konfirmasi me-
ngenai berbagai tuduhan ini. PT Java Or-
ient Property tercatat beralamat di Ka-
rangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta. Mona,
salah satu pegawai, mengatakan Dandan
sudah lama tidak ke sana. “Ya, benar kan-
tor PT Java Orient Property di sini. Tapi
Pak Dandan sudah lama tidak ke sini sejak
Lebaran,” kata Mona.

Suryo juga tidak terlihat di kantornya,
PT Surya Mataram Sakti, di Caturtunggal,
Depok, Sleman. Suryo menuliskan alamat
tersebut saat sosialisasi rencana pemba-
ngunan kondotel dengan bendera PT Sur-
ya Utama Kalaka yang berubah menjadi
apartemen Royal Kedhaton. Vika, karya-
wan Suryo, mengatakan bosnya juga ja-
rang datang. “Pak Suryo lebih banyalk di
Surabaya dan Jakarta,” tutur Vika.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali
Fikri, mengatakan penyidik akan me-
manggil siapa pun yang terkait sebagai
saksi dalam penyidikan perkara tersebut,
termasuk Dandan dan Suryo.

Namun hingga kini dua orang tersebut
tak pernah dijadwalkan untuk mengha-
diri pemeriksaan. Penyidik KPK dikabar
kan akan menjerat Dandan sebagai ter:
sangka. “Jika ada keterlibatan pihalk lain,
kemudian ada bukti-bukti yang ditemu
kan, kami pastikan akan dikembangkar
lebih lanjut,” ujar Ali.
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